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SURAT KEPUTUSAN
GENERAL MANAGER PT. ANGKASA PURA | (PERSERO)

CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO BIAK

NOMOR : SKEP. 277 /HK.01.01/2018/GM.BIK
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL

Loa.

: 1.

FRANS KAISIEPO BIAK

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan
public wajib menetapkan standard pelayanan;

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan
pada Bandar UdaralnternasionalFrans Kaisiepo Biak diperlukan
adanya standar pelayanan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan General
Manager PT.AngkasaPura | (Persero) Cabang Bandara Frans Kaisiepo
Biak tentang Standar Pelayanan pada Bandar Udara Internasional

Frans Kaisiepo Biak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001
tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 407);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001
tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 83 Tahun 2017
Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil
Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara
(Aerodrome);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2016, tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77
Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar
Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 153 tahun 2015 Tentang
Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo
dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 89 Tahun 2015 tentang
Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada
Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2017 tentang
Program Keamanan Penerbangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :
PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access

Control) ke Daerah Keamanan terbatas di Bandar Udara;
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 187 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan
Pengusahaan Bandar Udara; |
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang
Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);

Keputusan Menteri nomor KM 25 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12Tahun 2015 tentang
Perijinan Angkutan Udara Online;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 129 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan ( Service
Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Penyelanggara Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Perhubungan Rl Nomor : PM 185 Tahun 2015,
tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Perhubungan Rl Nomor : PM 98Tahun 2017,
tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi
Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 22 Tahun 2005 tentang
Pemberlakuan standard nasional Indonesia (SNI) 03-7094-2005
mengenai rambu-rambu di terminal bandar udara sebagai standard

wajib;
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 907 Tahun 2014
tentang PT Angkasa Pura | (Persero) Sebagai Badan Usaha Bandar
Udara;

Surat Menteri Perhubungan tanggal 04 Oktober 2016 Nomor
PR.303/1/8 PHB 2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 262
Tahun 2017 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil — Bagian 139 (Manual Of Standar
CASR - Part 139) Volume | Bandar Udara (Aerodromes);

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan
Waktu Terbang (Slot Time) Bandara;

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 041
Tahun 2017 Tentang PKPS Bagian 139-11 (CASR 139-11), Lisensi
dan/atau Rating Personil Bandar Udara;

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 205
Tahun 2017 Tentang Penataan Area Komersial Pada Terminal
Penumpang Bandar Udara;

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, nomor
SKEP/2765/12/2010 tentang Tatata Cara Pemeriksaaan Keamanan
Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang
Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perorangan;

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, nomor
SKEP/43/11/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol, dan Gel
(Liuids, Aerosol, and Gels) Yang Di Bawa Penumpang Ke Dalam Kabin
Pesawat Udara Pada Penerbangan Internasional;

Keputusan Direksi Nomor : KEP.111/KB.09/2015, tentang Tarif
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat
Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri;

Keputusan Direksi Nomor : KEP.144/KB.09/2015, tentang Tarif

Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat
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34,

35.

36.

37.

38.

39.

41.

Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri;

Keputusan Direksi Nomor : KEP.166/KB.09/2015, tentang Perubahan
Atas Keputusan Direksi Nomor Perubahan Atas Keputusan Direksi PT
AP-l Nomor : KEP.111/KB.09/2015 ,tentang Tarif Pelayanan Jasa
Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)
Untuk Penerbangan Dalam Negeri;

Keputusan Direksi Nomor : KEP.195/KB.02.04/2016, tentang Tarif
Pelayanan Jasa Penumpang Udara (PJP2U) untuk Angkutan Udara
Dalam dan Luar Negeri Pada Bandar Udara Internasional Frans
Kaisiepo Biak;

Keputusan Direksi Nomor : KEP.157/KB.09/2014, tentang Tarif
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor
Cabang Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak;

Keputusan Direksi Nomor : KEP.179/KB.03/2012, tentang Tarif
Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check-in Counter) Utk
Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandara Yang Diusahakan PT
Angkasa Pura | (Persero);

Keputusan Direksi Nomor : KEP.71/KB.03/2013, tentang Perubahan
Atas Keputusan Direksi Nomor : KEP.88/KB.03/2011, tentang Kegiatan
Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT Angkasa Pura |
(Persero);

Keputusan Direksi Nomor : KEP.53/KU.10.3/2006, tentang Prosedur
Perhitungan Biaya Pelayanan Jasa Atas Penggunaan Bandar Udara
Diluar Jam Operasi (Extend/Advance) Untuk Penerbangan dalam
Negeri Pada Bandar Udara PT. Angkasa Pura 1;

Surat Edaran GM BIK Nomor : ED.864/KU.10.3/2014, tentang Biaya
Extended/Advance;

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.167 Tahun 2015,

tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah
Keamanan Terbatas di Bandar Udara;

Prosedur Mutu Nomor : PM/BIK.AO/OP-12, tentang Pembuatan Pas
Bandar Udara (Pas Orang/Stiker Kendaraan);



42. Nota Kesepakatan Koordinasi (Local Operation Coordination

Agreement (LOCA) Nomor:
PT. AP | BIK :  AP...1357/HK.09.01/2016/GM.BIK
LPPNPI BIK 1 PJ.04.04/02.2/LPPNPI/07/2016

Tentang Koordinasi Teknis Operasional Pelayanan Bandar Udaradan

Navigasi Penerbangan Bandar Udaralnternasional Frans Kaisiepo Biak.



Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT. ANGKASA PURA | (PERSERO)
CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO BIAK
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL
FRANS KAISIEPO BIAK

Pasal 1

Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak
merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Bandar Udara
Internasional Frans Kaisiepo Biak dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin fasilitas keamanan,
keselamatan dan kenyamanan penerbangan sesuai dengan standar yang

ditetapkan.

Pasal 2
(1) Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak
sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 meliputi:
a. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan

Pesawat Udara (PJP4U);

1o

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);

e o

Counter Check-in;

o

Sewa dan Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara;

f. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi
Bandar Udara;
g. lzin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.

(2) Standar pelayanan pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo
Biak sebagai mana di maksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri
dari beberapa komponen yaitu:

a. Dasar hukum;
b. Persyaratan;

c. Sistem, mekanisme dan prosedur;



d. Jangka waktu penyelesaian;

e. Biaya/tarif;

-

Produk pelayanan;

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

> @

. Kompetensi pelaksana;

Pengawasan internal;
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. Jumlah pelaksana;
I. Jaminan pelayanan;
m.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
n. Evaluasi kinerja pelaksana.
(3) Standar pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak
yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Surat Keputusan ini.

Pasal 3
Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada
tahun 2018.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biakyang
telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh General
Manager PT. Angkasa Pura | (Persero) Bandar Udara Internasional
Frans Kaisiepo Biak.

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Bandar Udara
Internasional Frans Kaisiepo Biak sebagaimana di maksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Direksi PT Angkasa Pura | (Persero).



Pasal 5

(1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana di maksud dalam

()

Maklumat

ditetapkan.

Pasal 2, Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak wajib
menetapkan maklumat pelayanan.

pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara

untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan telah

(3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Maklumat pelayanan sebagai mana di maksud dalam Pasal 5, disusun

sesuai dengan format maklumat pelayanan sebagai mana tercantum dalam

Lampiran 1l yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

Keputusan ini.

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Biak
Pada Tanggal, |b Maret 2018

GENERAL MANAGER
PT. ANGKASA PURA | (PERSERO)
CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
FRANS KAISIEPO BIA ﬂ

“ArakoseUra | AIRPORTS

~ BANDARA FRANS KAISIEPO

DJON HERRY
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Bandar Udara Internasional
Frans Kaisiepo Biak

Lampiran |

Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero)
Cabang Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo
Nomor : KEP. 7-9% /0B.01/2018/GM.BIK

Tanggal : {{, Maret 2018

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tugas dan fungsi PT. Angkasa Pura |
(Persero) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak yang sesuai amanat Undang
Undang dan peraturan yang berlaku adalah merupakan Badan Usaha Bandar Udara
(BUBU). Dalam pelaksanaan proses bisnisnya yang terkait dengan kegiatan pelayanan
jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara melalui pelayanan prima yang
memenuhi standar Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan maka diperlukan suatu
acuan penyelenggaraan pelayanan yang tertuang dalam suatu Manual Standar
Pelayanan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik “Penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar

pelayanan”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional
Frans Kaisiepo Biak adalah untuk merealisasikan misi perusahaan untuk
memberikan pelayanan kebandar udaraan melalui pelayanan prima vyang
memenuhi standar Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan serta melakukan
proses yang berkesinambungan untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas

layanan.
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2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan dan pelaksanaan standar

pelayanan ini adalah untuk meningkatkan Customer Satisfaction Index (CSI),

memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi pelanggan serta dapat

memberikan kesan mendalam pada pelanggan atas pelayanan yang telah diterima

di Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Bandar Udara Internasional Frans

Kaisiepo Biak meliputi :

a.

Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara

(PJP4U);

. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);

. Counter Check-In;

. Sewa dan Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara;

Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;

Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.

4. Komponen Pelaksanaan Pelayanan

Pelaksanaan Standar Pelayanan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu :

a.
b.

Dasar Hukum;
Persyaratan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

. Jangka waktu penyelesaian;

. Biaya/tarif;

Produk Pelayanan;

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;

. Kompetensi Pelaksana;

Pengawasan Internal;

Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan;
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k. Jumlah Pelaksana;
|. Jaminan Pelayanan;
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
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BAB Il
PENGERTIAN, PRINSIP DAN
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. PENGERTIAN

Petunjuk teknis Standar Pelayanan ini memuat beberapa pengertian sebagai berikut:

1.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap
warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan
publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.

Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi
Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di
lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian
kewajiban dan jasa yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai

penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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7. Konsesi adalah penerimaan atas pengalihan hak pengelolaan dan pengusahaan
kegiatan usaha PT. Angkasa Pura | (Persero) kepada mitra usaha untuk dioperasikan
selama jangka waktu tertentu berupa prosentase dari omzet bruto.

8. SCP adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personil
pesawat udara dan barang bawaan yang akan masuk ke ruang tunggu (daerah
steril) di terminal bandar udara.

9. Mitra kerja adalah badan hukum/badan pemerintah yang melakukan kegiatan dan
penunjang pelayanan di PT. Angkasa Pura | (Persero).

10. Mitra Usaha adalah badan hukum/badan usaha Indonesia yang melakukan kegiatan

komersial dan pengembangan usaha di PT. Angkasa Pura | (Persero).
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B.

PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan

dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.

Sederhana

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan,
mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat
maupun penyelenggara.

Parsitipatif

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan pihak terkait dan masyarakat
untuk bersama membahas agar mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen
atau hasil kesepakatan.

Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggung jawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
Berkelanjutan

Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya
peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

Transparansi

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh
masyarakat.

Keadilan

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat
menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi,

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
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C. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur

administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses

penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar

Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya

meliputi:

1.

10.

Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaran pelayanan.

Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Jangka Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan
dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi
kelompok.

Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

Pengawasan Internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
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11. Jumlah Pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas
sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

12. Jaminan Pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan Standar Pelayanan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap
jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 (empat belas) komponen tersebut.
Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis penyelenggaraan
pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen
lain dalam pengembangan Standar Pelayanan.

Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan maka
penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan peraturan
perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar

Pelayanan (SP) dan Standard Operating Procedures (SOP).
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BAB llI
IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INi

A. |DENTIFIKASI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM
KELEMBAGAAN

Tabel A : Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

(KEP.164/0M.01.01/2017)
No “'Unsur:{ Aspek ‘ Uraién"‘
Manajemen - o : L .
1. | Tugas dalam a. Memastikan tercapainya Customer Satisfaction Index (CSi)

menyelenggarakan| tercapainya pendapatan non aeronautika, dan berkontribusi

jenis pelayanan terhadap lingkungan  melalui  pengelolaan  aktivitas
kebandarudaraan yang efektif guna mendukung kinerja
perusahaan berdasarkan RKAP;

b. Memastikan kesiapan operasi dan pelayanan bandar udara
melalui kegiatan customer service, airport hospitality, airport
operational support, airport rescue dan fire fighting guna
mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI) serta
kebijakan dan strategi yang ditetapkan perusahaan berdasarkan
RKAP;

¢. Memastikan tercapainya keamanan penerbangan pesawat
udara dan daerah lingkungan kerja di bandar udara melalui
peningkatan keamanan di bandar udara dan daerah lingkungan
kerja guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index
(CSI) sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional
berdasarkan RKAP;

d. Memastikan tingkat pencapaian safety level, kualitas pelayanan
dan kepuasan pelanggan melalui manajemen mutu dan
pengendalian risiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang

terjadi guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction
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No

Unsur / Aspek
Manajemen

Uraian

Index (CSI) berdasarkan RKAP;

. Memastikan tercapainya kehandalan fasilitas operasional

peralatan (equipment) bandar udara melalui peningkatan
keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan guna
mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI),
tercapainya pendapatan non aeronautika dan kontribusi

terhadap lingkungan berdasarkan RKAP;

. Memastikan fasilitas bandar udara meliputi sisi udara (air side),

sisi darat (land side), landscape dan terminal building siap
digunakan melalui preventif dan corrective maintenance, serta
pengelolaan environment vyang efektif guna mendukung
tercapainya Customer Satisfaction Index (CSl), tercapainya
pendapatan non aeronautika dan kontribusi terhadap
lingkungan sesuai dengan strategi Perusahaan berdasarkan

RKAP;

. Memastikan tercapainya portfolio pendapatan aviation dan non

aviation melalui pengelolaan kegiatan aviation and cargo sales,
retail, food and beverage sales, property and avdertising sales
yang efektif, serta penyaluran dan kolektibilitas Program
kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan sesuai
target yang ditetapkan guna mendukung tercapainya Customer
Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non
aeronautika dan kontribusi terhadap lingkungan berdasarkan

RKAP;

. Memastikan terlaksananya operasional bandar udara melalui

penyediaan layanan Information Communication Technology
(ICT) yang berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran guna
mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSlI),

tercapainya pendapatan non aeronautika serta terpenuhinya




V4

AngkasaPura | AIRPORTS [-11-

Bandar Udara Internasional
Frans Kaisiepo Biak

No

Unsur / Aspek
Manajemen

Uraian

kepuasan pelanggan internal dan eksternal berdasarkan RKAP;

. Memastikan peningkatan kepuasan pelanggan internal dan

eksternal dengan prinsip kehati-hatian melalui implementasi
pengelolaan keuangan guna mendukung tercapainya Customer
Satisfaction Index (CSI) dan tercapainya pendapatan non

aeronautika berdasarkan RKAP;

. Memastikan tercapainya kepuasan pelanggan atas shared

services melalui pengelolaan kegiatan human capital, general
affair, asset management, communication and legal yang
efektif guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction
Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika dan

kontribusi terhadap lingkungan berdasarkan RKAP;

. Memastikan kelancaran seluruh kegiatan operasional bandara

udara melalui pengelolaan Airport Operation Control Center
(AOCC) yang efisien dan efektif guna mendukung kebijakan dan
strategi Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan manual of

standard dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

. Memastikan terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui

pengelolaan kegiatan procurement meliputi procurement
planning, vendor management system, proses procurement,
contract procurement, procurement administration yang
efektif guna mendukung tercapainya kepuasan pelanggan

berdasarkan pedoman yang berlaku.
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Unsur / Aspek

No s Uraian
Manajemen
2. | Tanggung jawab . Memastikan tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran
dalam Perusahaan (RKAP);

menyelenggara
kan jenis

pelayanan

. Memastikan tercapainya kontrak manajemen vyang telah

disepakati;

. Memastikan perannya sebagai people manager;

. Memastikan kegiatan di bandar udara berjalan sesuai dengan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan;

. Memastikan pelaksanaan kegiatan di bandar udara sesuai dan

relevan dengan sistem manajemen yang diterapkan

Perusahaan;

. Memastikan tercapainya Customer Satisfaction Index (CSl);
. Memastikan tercapainya pendapatan non aeronautika;

. Memastikan kontribusi terhadap lingkungan;

Memastikan pelaksanaan kegiatan customer service, airport
hospitality, airport operational support, airport rescue dan fire
fighting berdasarkan kebijakan dan strategi sumber daya
manusia, fasilitas, pedoman serta Standar Operasional Prosedur
(sop);

Memastikan tersedia dan terimplementasinya Airport Security
Programme (ASP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten;

. Memastikan tercapainya safety level, quality management dan

risk managementdi bandar udara sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan;
Memastikan kesiapan operasional seluruh fasilitas peralatan

(equipment) bandar udara;

.Memastikan tercapainya tingkat level of service sesuai standar

minimum ketentuanyang berlaku;

n. Memastikan tersedianya fasilitas bandar udara yaitu sisi udara
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Unsur / Aspek
Manajemen

Uraian

(air side), sisi darat (land side), landscape dan terminal building

yang siap digunakan;

. Memastikan tersedianya pengelolaan environment bandar

udara;

. Memastikan tercapainya portfolio pendapatan aviation dan non

aviation;

. Memastikan tercapainya target efektivitas penyaluran dan

kolektibilitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);

. Memastikan layanan Information Communication Technology

(ICT) meliputi security equipment, airport communication,
network, information communication technology business

operation and support di bandar udara berfungsi dengan baik;

. Memastikan perawatan (maintenance atas sistem Information

Communication Technology (ICT) di bandar udarg;

. Memastikan terimplementasinya kebijakan, strategi, tata kelola

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta program
korporat terkait Information communication Technology (ICT)

yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat;

. Memastikan ketepatan perencanaan kebutuhan dana Kantor

Cabang;

. Memastikan tercapainya target kolektibilitas piutang usaha;

.Memastikan realisasi anggaran biaya dilaksanakan sesuai

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

. Memastikan kesiapan dan kelancaran operasional bandar

udara;

. Memastikan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman

yang berlaku.
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No RS / pek Uraian
Manajemen
3. | Kewenangan . Mendapatkan akses data yang dibutuhkan;

menyelenggara
kan jenis

pelayanan

. Menetapkan rencana program kerja dan inisiatif baru serta

anggaran yang dapat mendukung pencapaian kinerja

Perusahaan;

. Menetapkan kebijakan/pedoman operasional terhadap hal-hal

yang belum ada ketentuannya;

. Mengambil  keputusan dan langkah-langkah  korektif

berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku;

. Menyetujui Distinct Job Profile (DJP) di bandar udara;

. Menyetujui usulan perencanaan dan pengembangan sumber

daya manusia;

. Menyetujui pengenaan sanksi kepada pegawai sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Perusahaan;

. Menyetujui pelaksanaan rencana kerja di ruang lingkup bandar

udara;

. Menetapkan dan/atau menandatangani dokumentasi sistem

manajemen yang menjadi ruang lingkup bandar udara;

j. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan;
. Memberikan potongan harga sesuai batas kewenangan;

. Menetapkan sistem pemantauan (monitoring) terhadap kondisi

lingkungan bandar udara;

.Menandatangani cek/Bilyet Giro (BG) pengeluaran kas/bank

sesuai dengan kewenangan;

. Melakukan evaluasi rencana kerja di ruang lingkup bandar

udara;

. Menentukan metode pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan sistem manajemen dalam ruang lingkup pekerjaan;

. Melakukan coaching terhadap kinerja unit kerja;

. Mengusulkan revisi dan penyempurnaan untuk setiap laporan
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Unsur / Aspek

4 Uraian
Manajemen

No

dan konsep.
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B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Tabel B : Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Dasar Hukum, Penguna Layanan dan Pihak Terkait

KEP.111/KB.08/2015, tentang Tarif

e S | .| Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengguna _ i
‘No Jenis Pelayanan Produk Pelayanan | = SR . i Pihak Terkait
| : et B : ‘ —‘Layanan Layanan _
1 PdayamnlasaPendarahn,Perumalan a. Jasa Pendarélan v é. SuratKepumsan DtreIGlNomor a BédanUsaha Direktorat Jenderal
dan Penyimpanan Pesawat Udara (PIP4U) Pesawat Udara KEP.111/KB.09/2015, tentang Tarif Angkutan Udara Perhubungan Udara
b. JasaPenempatan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan | b. TNI/Polri . Kantor Otoritas Bandar
Pesawat Udara dan Penyimpanan Pesawat Udara UdaraWil. X
(PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Kantor Bea & Cukai
Negeri. . Kantor Imigrasi
b. KEP.144/KB.09/2015, tentang Tarif
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan
dan Penyimpanan Pesawat Udara
(PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri.
¢ KEP.166/KB.09/2015, tentang
Perubahan Atas Keputusan Direksi
Nomor Perubahan Atas Keputusan
Direksi PT. AP4{ Nomor :
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No Jenis Pelayanan

Produk Pelayanan

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Layanan

Pengguna

Layanan

Pihak Terkait

Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan
dan Penyimpanan Pesawat Udara
(PJP4U) Untuk Penerbangan Dalam

Negeri.
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Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengguna
No Jenis Pelayanan Produk Pelayanan Pihak Terkait
Layanan Layanan
2. | PelayananJasa Penumpang Pesawat a.Proses Surat Keputusan Direksi Nomor : Penumpang . Direktorat Jenderal
Udara (PJP2U) Keberangkatan KEP.195/KB.02.04/2016, tentang Tarif pesawatudara Perhubungan Udara
Penumpang Pelayanan Jasa Penumpang Udara (PJP2U) . Kantor Otoritas Bandar
l. Proses untuk Angkutan Udara Dalam dan Luar Udara Wil. IX
Keberangkatan | Negeri Pada Bandar Udara Intemasional Kantor Kesehatan
Penumpang Frans Kaisiepo Biak. Pelabuhan
Domestik . Kantor Imigrasi
a) Pelayanan . Kantor Bea & Cukai
Parkir Karantina lkan
kendaraan; Karantina Pertanian
b) Pemeriksaan
Penumpang
dan Bagasi di
SCP1;
¢) Pelayanan
ChecklIn;

d) Pemeriksaan
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No Jenis Pelayanan

Produk Pelayanan

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Layanan

Pengguna

Layanan

Pihak Terkait

Penumpang
dan Bagasidi
SCP 2,

€) Ruang
tunggu
keberangkat

an.
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No

Jenis Pelayanan

Produk Pelayanan

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Layanan

Pengguna

Layanan

Pihak Terkait

IIl. Proses
Keberangkatan
Penumpang
Intemasional
a) Pelayanan
Parkir
kendaraan;
b) Pemeriksaan
Penumpang
dan Bagasidi
SCP1;

¢) Pelayanan
CheckIn;

d) Pemeriksaan
Imigrasi;

e) Pemeriksaan

Penumpang
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No Jenis Pelayanan Produk Pelayanan

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Layanan

Pengguna

Layanan

Pihak Terkait

dan Bagasi di
SCP2;

f) Ruang
tunggu
keberangkat

an.
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No

Jenis Pelayanan

Produk Pelayanan

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Layanan

Pengguna

Layanan

Pihak Terkait

b. Proses Kedatangan
Penumpang
l. Proses

Kedatangan

Penumpang

Domestik

a) Pelayanan
Bagasi;

b) Pelayanan
Transit/
Transfer;

) Pelayanan
Tourism
Information
Center.
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No Jenis Pelayanan Produk Pelayanan

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Layanan

Pengguna

Layanan

Pihak Terkait

Il. Proses
Kedatangan
Penumpang
Internasional
a) Proses
pemeriksaan
imigrasi;

b) Pelayanan
Bagasi;

¢) Pemeriksaan
Bea & Cukai.
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No Jenis Pelayanan Produk Pelayanan

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Layanan

Pengguna

Layanan

Pihak Terkait

Il. Proses
Kedatangan
Penumpang
Internasional
a) Proses
pemeriksaan
imigrasi;

b) Pelayanan
Bagasi;

¢) Pemeriksaan
Bea & Cukai.
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Produk Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengguna
No Jenis Pelayanan Pihak Terkait
Pelayanan Layanan Layanan
3. | PelayananJasa Kargo dan Pos Pesawat Penyediaan Surat Keputusan Direksi Nomor : Badan Usaha . Direktorat Jenderal
Udara (PJKP2U) fasilitas terminal KEP.157/KB.09/2014, tentang Tarif Pelayanan | Angkutan Udara. Perhubungan Udara
cargo dan Pos. Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PIKP2U) di . Kantor Otoritas Bandar
Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Udara Wil. IX
Frans Kaisiepo Biak.
4. | Konter Pelaporan (Chedk in Counter) Penyediaan Surat Keputusan Direksi Nomor : a. Badan Usaha Direktorat Jenderal
fasilitas Chedk In KEP.179/KB.03/2012, tentang Tarif Pelayanan Angkutan Udara Perhubungan Udara
Counter. Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Chedin b. Penumpang . Kantor Otoritas Bandar
Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Udara Wil. IX

Pada Bandara Yang Diusahakan PT Angkasa

Pura|(Persero).
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|
It
I
I

’ B ' ' Produk Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengguna :
No | Jenis Pelayanan Ry S EO S Pihak Terkait
i I AR A : “Pelayanan B Layanan Layanan B
5. | SewadanKonsesi Atas Jasa Penggunaan | a. Sewatanah SuratKeputusan D:reks: I\bmor:‘ a. Badan Usaha a Direkbtat]mderal
Fasilitas Bandar Udara dan/atauruangan | KEP.71/KB.03/2013, tentangPerubahanAtas | b. Masyarakat Perhubungan Udara
serta konsesi Surat Keputusan Direksi Nomor : Pelaku Usaha b. Kantor Otoritas
kegiatan usaha KEP.88/KB.03/2011, tentang Kegjatan Bandar Udara Wil. IX
b. Parkirkendaraan | Komersial dan Pengembangan Usahadi
bermotor Lingkungan PT Angkasa Pura | (Persero)
6. | PelayananlasaPenggunaan Bandar Penambahan Jam a. SuratKeputusan Direksi Nomor : Badan Usaha a. Direktorat Jenderal
Udara di Luar Jam OperasiBandarUdara | Pelayanan Operasi KEP.53/KU.10.3/2006, tentang Prosedur Angkutan Udara Perhubungan Udara
Perhitungan Biaya Pelayanan Jasa Atas .
bandar Udara p naan Bandar Udara Diluar Jam b. Kantor Otoritas Bandar
Operasi (Extend/Advance) Untuk Udara Wil. X
Penerbangan dalam Negeri Pada Bandar
Udara PT. AngkasaPura 1
b. SuratEdaran GM BIK Nomor:
ED.864/KU.10.3/2014, tentang Biaya

BExtended/Advance.







